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Abstrak

Kebijakan Perdagangan Internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Pada saat ini di era globalisasi, perdagangan internasional menjadi pintu
kemajuan ekonomi di dunia. Hal ini menjadi salah satu faktor terbesar dalam pembangunan
ekonomi. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi menjadi tujuan utama setiap negara untuk
menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara-negara di dunia mempertahakan pertumbuhan
ekonomi secara berkelanjutan melalui perdagangan dan kerjasama dengan negara lainnya.
Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Perdagangan menurut Evenett (2019) bentuk
proteksi kebijakan perdagangan internasional dapat berupa (1) Kebijakan tarif, (2) Kuota, (3)
Larangan impor, (4) Subsidi, dan (5) Dumping. Tujuan penelitian untuk menjelaskan tentang
pentingnya kebijakan perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Penelitian dengan metode studi literatur yang melibatkan analisis dari sumber-sumber tertulis
yang relevan. Hasil yang dicapai bahwa kebijakan perdagangan internasional merupakan aturan
yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatur aliran barang dan jasa antar negara yang
bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat memberikan masukan
pemerintah tentang pentingnya kebijakan perdagangan internasional dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi saat ini terutama dari subsidi pemerintah terhadap UMKM dapat
ditingkatkan lagi dan di fasilitasi dalam mengembangkan industrinya untuk memperluas pasar.
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PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional
merupakan aktivitas tukar menukar
yang dilangsungkan oleh negara satu
dengan negara lainnya atas legalitas
persetujuan  bersama. Selain itu
perdagangan Internasional pun turut
memajukan industrialisasi yang lebih
maju, perkembangan transportasi,
globalisasi dan presensi corporate
multinasional. Jadi tidak bisa dipungkiri
jika Perdangangan Internasional
merupakan  aspek yang  sangat
berdampak bagi pertumbuhan ekonomi
suatu negara. Menurut Mikhral Rinaldi
(2017), dengan mengutamakan
pertumbuhan ekonomi, pemerintah
harus menerapkan berbagai kebijakan
ekonomi  untuk mencapai tahap
pertumbuhan ekonomi dan
mencontohkan tahap kemakmuran dan
kesejahteraan = masyarakat, = seperti
melalui perdagangan internasional
(Suhardi & dkk, 2023).

Czinkota berpendapat bahwa
perdagangan  internasional adalah
pertukaran barang, jasa, dan modal yang
melintasi batas negara, sebagaimana
dikutip oleh Asdi Aulia (Asdi Aulia,
2008). Ekspor berarti menjual atau
mengirimkan barang atau jasa ke luar
negeri dan impor berarti membeli dan
menerima barang dan jasa dari luar
negeri. Menurut Ibrahim (2017), saat ini
setiap negara yang terlibat dalam
hubungan perdagangan internasional
memiliki ketergantungan satu sama lain.
Bahkan Ibrahim mengatakan bahwa di
era globalisasi saat ini, negara-negara
harus bekerja sama untuk memenuhi
kebutuhan mereka sendiri (Firdaus,
2022).

David Ricardo mengajukan teori
tentang perdagangan internasional yang
disebut  Theory  of Comparative
Advantage (Teori Keunggulan
Komparatif). Menurut David Ricardo
keunggulan komparatif adalah jika
sebuah negara dapat memproduksi
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barang atau jasa dengan efisien dan

dengan harga yang lebih murah
dibandingkan negara lain. Sebagai
contoh, sebagai negara produsen

komputer, Korea Selatan dan Indonesia
dapat memproduksi komputer dengan
harga yang lebih murah daripada
Indonesia, sehingga Indonesia akan lebih
untung jika mengimpor komputer dari
Korea Selatan (Amanda & Aslami, 2022).

Pembatasan  ekspor  dapat
membantu kenaikan harga sewa
produsen di dalam dan luar negeri.
Secara khusus, perubahan dalam
substitusi yang disebabkan oleh

peningkatan ekspor dapat membuat
kendala yang awalnya tidak terduga
menjadi sukarela, berdasarkan
hubungan yang menghubungkan
struktur pasar dalam negeri dan luar
negeri serta substitusi barang asing dan
dalam negeri yang konsumsi dalam
negeri (Hillman & Ursprung, 1988).
Sedyaningrum (2016)
berpendapat bahwa meningkatnya
impor dapat menyebabkan penurunan
produksi dalam negeri, yang pada
gilirannya akan menyebabkan
peningkatan pengangguran, penurunan
pendapatan, dan penurunan daya beli
masyarakat. Akibatnya, peningkatan
jumlah ekspor akan menyebabkan
peningkatan permintaan mata uang
domestik, yang pada gilirannya akan
meningkatkan nilai tukar, yang pada

gilirannya akan meningkatkan
penyerapan tenaga kerja. Selain impor
modal dan investasi, penurunan
produksi domestik, peningkatan
pengangguran, dan penurunan
pendapatan semuanya dapat
memengaruhi daya beli masyarakat

(Ilkaningtyas & dkk, 2024).

Menurut Sukirno (2004), semua
negara di dunia melakukan perdagangan
internasional karena beberapa alasan.
Faktor-faktor ini yang paling penting
adalah sebagai berikut: (1) mendapatkan
produk yang tidak dapat diproduksi di
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dalam negeri; (2) mengimpor teknologi
yang lebih canggih dari negara lain; (3)
memperluas pasar produk dalam negeri;
dan (4) memperoleh keuntungan dari
spesialisasi (Ibrahim & Halkam, 2021).
Salah satu indikator yang dapat
digunakan oleh suatu negara untuk
menilai dan mengevaluasi kondisi
pembangunan  ekonominya adalah
pertumbuhan ekonomi; ini adalah proses
perubahan kondisi ekonomi suatu
negara secara bertahap menuju keadaan
yang lebih baik selama periode waktu
tertentu. Peningkatan ekonomi dapat
meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Salah satu komponen yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
suatu negara adalah aktivitas
perdagangan internasional (Yuni &
Hutabarat, 2021).

Perdagangan antar negara
terjadi ketika setiap negara

menghasilkan produk yang berbeda,
menciptakan permintaan dan
penawaran untuk produk tersebut.
Perbedaan produk (Comparative
Advantage) dan perbedaan efisiensi
produk dalam proses produksi dan
distiribusi adalah satu-satunya alasan
perdagangan antar negara terjadi
(Suhartono, 2011). Menurut Dabic
(2020), karena perdagangan yang lebih
terbuka, kemajuan dalam manufaktur,
transportasi, dan komunikasi, usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
sekarang dapat berpartisipasi dalam
pasar internasional, sementara
perusahaan berskala besar hanya dapat
berpartisipasi dalam pasar internasional
(Ariyani, 2022).

Dalam bukunya yang berjudul
Principal of Political Economy and
Taxation  (1817), David Ricardo
mengemukakan pendapatnya tentang
perdagangan internasional melalui salah
satu teorinya yang berpengaruh pada
dunia ilmu ekonomi sampai saat ini yaitu,
teori tentang keuntungan komparatif.
Ricardo menciptakan perbedaan antara
harga perdagangan dalam negeri dan
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harga perdagangan internasional. Salah
satu asumsi yang mendasari pemikiran
Ricardo adalah sebagai berikut: (1) dua
negara dan dua komoditi; (2)
perdagangan bebas; (3) tenaga kerja
bebas yang dapat bergerak secara bebas
di dalam suatu negara tetapi tidak secara
internasional; (4) biaya produksi tetap;
(5) biaya transportasi nol; (6) tidak ada
perkembangan teknologi; (7) teori nilai
tenaga kerja; dan (8) pasar persaingan
yang sempurna (Jamli & Rizaldy, 1998).

Salah satu hal yang dapat
dijadikan motor penggerak bagi
pertumbuhan adalah  perdagangan

internasional. Menurut Salvatore (2004)
di dalam trade as engine of growth,
menyatakan bahwa perdagangan
internasional yang terdiri dari ekspor
dan impor, memiliki kemampuan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tambunan (2005) menyatakan
Indonesia membuat kebijakan untuk
mendorong ekspor pada awal 1980-an.
Oleh karena itu, kebijakan tersebut
memanfaatkan ekspor untuk mendorong
pertumbuhan (Yolanda, 2016).

Berikut ini adalah halaman Total
Ekspor Impor pada Satu Data
Perdagangan Indonesia tahun 2023:

o Ekspor

*) Nilai : Juta US$
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Tahmn Total Consumption Goods | Raw Material Support | Capital Goods

1887983 13763 1334146 340072

Al
i 195703

09181 1391383 1336269

1715049 138601 1236183 3006

Me 2127039 1106334 15,306.64 390441

134761 130817 1139787 35157

i
Mast
Fitowan
g
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data
dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

(Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
2023)

120,388.03 L5143 1511416 31104

1530007 138409 1179192 1,763,168

1419 13964 1388690 293079

Dari data diatas menjelaskan
bahwa banyaknya kegiatan ekspor impor

yang dilakukan Indonesia dalam
melengkapi kebutuhan hidup
masyarakatnya. Setiap negara tidak
dapat memenuhi kebutuhannya masing-
masing, oleh karena itu mereka
membutuhkan negara lain untuk
mencukupinya. Melalui perdagangan
internasional setiap negara dapat

berinteraksi dengan negara lain untuk
mencukupi kebutuhan dan
menumbuhkan ekonominya.

Perdagangan internasional pada
saat ini menjadi salah satu jalan negara
dalam  pertumbuhan  ekonominya.
Kerjasama yang dilakukan diatur oleh
kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini
dapat dilakukan melalui ekspor impor
barang atau jasa di bidang apapun.
Perdagangan internasional tidak hanya
dapat dilakukan antar negara, tetapi juga
dapat dilakukan oleh antar masyarakat
yang berbeda negara. Interaksi antar
UMKM dengan negara lain atau
perusahaan asing menjadi salah satu
contoh kerjasama yang tidak dilakukan
langsung oleh negara.

Pada era globalisasi saat ini,
memungkinkan interaksi antar
masyarakat yang berbeda negara lebih
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mudah untuk bertransaksi. Maka tidak

menutup  kemungkinan  banyaknya
pemasukan negara berasal dari UMKM
yang melakukan perdagangan

internasional diluar kegiatan pasar yang
dilakukan negara. Oleh karena itu,
pertumbuhan ekonomi sebuah negara
sangat berpengaruh dari perdagangan
internasional. Semakin banyak transaksi
yang terjadi, makan semakin cepat
meningkatnya pertumbuhan ekonomi
negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Pembahasan penelitian
menggunakan metode study literatur
yang bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang kebijakan
perdagangan internasional yang
dilakukan oleh negara dengan negara
lainnya. Kelompok dalam penelitian ini
ialah pemerintah, UMKM, dan lainnya
yang termasuk dalam unsur negara
Indonesia. Jenis penelitian yang
digunakan adalah studi literatur.
Menurut Zed (2008:3), metode studi
literatur adalah kumpulan tindakan yang
mencakup membaca, mencatat, dan
mengelolah bahan penelitian.
(Kartiningrum, 2015).

Menurut Evenett (2019),
pemerintah menjaga industri domestik
dengan menetapkan kebijakan
perdagangan internasional. = Bentuk
proteksi kebijakan perdagangan
internasional dapat berupa kebijakan
tarif, kuota, larangan impor, subsidi dan
dumping (Suryanto & Kurniati, 2022).
Bentuk proteksi tersebut dimulai dari (1)
Kebijakan tarif, menetapkan biaya untuk
barang atau jasa yang melewati batas
negara agar dapat meningkatkan
ekonomi, (2) Kuota, membatasi kuota
produk luar negeri yang masuk agar
produk dalam negeri tetap terjual dan
masyarakat terhindar dari sikap
konsumtif produk luar negeri. (3)
Larangan impor, berguna untuk berguna
untuk mencegahnya barang impor
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masuk yang dapat mengganggu industri
dalam negeri. (4) Subsidi, bantuan dari
pemerintah terutama untuk UMKM
dalam mengembangkan produksi dan
pasarnya. (5) Dumping, menjual produk
ke luar negeri dengan harga yang lebih
murah sehingga pasar yang dijangkau
lebih luas dan dapat bersaing dengan
produk luar negeri dimana barang itu
telah di ekspor.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan perdagangan
internasional =~ berpengaruh  dalam

pertumbuhan ekonomi negara, sehingga
penetapan kebijakan yang tepat dari
pemerintah sangat dibutuhkan.
Pertumbuhan ekonomi yang baik akan
meningkatkan kesejahteraan dan
mengurangi resiko konflik dalam negeri.
Banyak aspek yang dapat menjalankan
perdagangan internasional, dari negara
sebagai pelaku utama hingga masyarakat
yang dapat berbentuk dalam individu
atau kelompok. Telah banyak terlihat
dimulai dari perusahaan swasta yang
besar hingga UMKM juga ikut dalam
perdagangan internasional. Hal inilah
yang menjadi salah satu penyebab
meningkatnya ekonomi dari suatu
negara jika terjalankan dengan baik.
Pendapat menurut Evenett di
dalam Suryanto dan Kurniati (2022:
108), indikator kebijakan perdagangan
internasional tentang bentuk proteksi
industri dalam negeri, yaitu: Kebijakan
tarif. menetapkan biaya untuk barang
atau jasa yang melewati batas negara

agar dapat meningkatkan ekonomi.
Perdagangan internasional menjadi
salah satu faktor penting dalam

meningkatkan ekonomi dengan melalui
ekspor dan impor. Memanfaatkan hal ini
negara dapat memperoleh pemasukan
dari pajak barang atau jasa yang masuk
ke dalam negeri.

Kebijakan tarif yang
diberlakukan oleh negara dapat menjadi
salah satu solusi dalam pertumbuhan
ekonomi. Barang yang masuk dari luar
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negeri dikenakan pajak yang lebih tinggi
agar mengurangi minat konsumen
karena meningkatnya harga barang
tersebut. Cara ini dapat mengurangi sifat
konsumtif masyarakat terhadap barang
luar negeri. Mahalnya harga barang
membuat masyarakat berpikir lagi untuk

membeli dan lebih mengutamakan
barang dalam negeri.
Cara ini dapat mengurangi

permintaan barang impor bagi pembeli
dalam negeri karena harganya naik. Daya
saing produk eksportir di pasar negara
tujuan dikurangi oleh tarif. Tarif juga
dapat menyebabkan penipuan karena
praktik yang tidak adil dari produsen
asing yang melakukan dumping dan
melindungi produsen dalam negeri,
termasuk industri yang menaikkan harga
pasar lebih tinggi daripada harga jual.
Tarif juga dapat membantu pemerintah
menghasilkan lebih  banyak pajak
(Priyatno & dkk., 2022).

Berkurangnya pembelian barang
luar negeri membuat masyarakat lebih
memilih barang dalam negeri, sehingga
perputaran uang kembali ke negara. Hal
ini dapat meningkatkan pemasukan bagi
industri dalam negeri baik di perusahaan
besar swasta maupun UMKM. Pajak yang
masuk ke pemrintah dari tarif ekspor
dan impor juga sangat membantu
pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu,
kebijakan tarif yang diberlakukan
pemerintah mempunyai dampak yang
besar dalam meningkatkan ekonomi.

Chang (2005) berpendapat
bahwa Karena negara-negara industri
maju menguasai kemajuan teknologi
produksi, produk impor yang lebih baik
dengan harga yang lebih rendah akan
mendominasi pasar domestik jika
pemerintah tidak menerapkan kebijakan
proteksi perdagangan yang terukur.
Akibatnya, Infant Industry  yang
merupakan salah satu industri dalam
negeri yang sedang berkembang, akan
berada dalam bahaya jika kelangsungan
hidup industri tersebut tidak dijamin
(Anam & Solikin, 2020).
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Indikator =~ kedua  menurut pendapatan negara yang melalui
Evenett di dalam Suryanto dan Kurniati perusahaan swasta dan UMKM akan

(2022: 108), yaitu Kuota yang
membatasi kuota produk luar negeri
masuk agar produk dalam negeri tetap
terjual dan masyarakat terhindar dari
sikap konsumtif produk luar negeri.
Banyaknya barang luar negeri yang
masuk menjadi ancaman tersendiri bagi
produk dalam negeri. Hal ini akan
mengakibatkan tidak terkontrolnya
peredaran barang luar negeri di
Indonesia. = Pada  akhirnya  akan
menggusur barang-barang dalam negeri
yang kalah saing dengan produk impor
terutama dalam harga.

Pemberian kuota masuknya
barang luar negeri menjadi salah satu
solusi untuk mengatasi hal tersebut.
Salah satu caranya dengan membatasi
kuota barang impor yang masuk ke
Indonesia dalam waktu tertentu. Hal ini
juga mempunyai tujuan agar industri
dalam negeri tidak terganggu oleh
peredaran barang impor. Menurut
Pindyck (2013), kebijakan kuota yang
bertujuan untuk melindungi produsen
lokal dari produk impor, merupakan
penghalang perdagangan (Lesmana,
2022).

Salah satu syarat lonjakan impor
adalah harus terjadi dalam waktu dekat,
tiba-tiba, atau dalam jangka waktu yang
tidak lama, signifikan, dan tajam, dan
lonjakan tersebut harus tidak dapat
diprediksi sebelumnya. Apabila lonjakan
impor berlangsung lama atau hanya
terjadi selama beberapa saat setelah
peristiwa yang dapat diprediksi pada

waktu sebelumnya terjadi, maka
peristiwa  tersebut  tidak  dapat
dinyatakan. Dalam hal ini, kadaan

darurat sesuai dengan syarat yang
ditetapkan dalam Pasal XIX GATT 1994
(Raytiaputri, 2016).

Daruratnya lonjakan impor
dapat mengancam industri dalam negeri
terutama terjadi dalam waktu yang lama.
Jika hal ini terjadi akan menyebabkan
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menurun. Oleh sebab itu, pemerintah
memberi pembatasan kuota untuk
barang luar negeri yang masuk ke
Indonesia agar tidak terjadi seperti hal
tersebut. Adanya pembatasan kuota ini
diharapkan dapat mengatasi lonjakan
impor dan dapat memberi kesempatan
industri dalam negeri untuk dapat
bersaing dan berkembang, sehingga
pertumbuhan ekonomi tetap berjalan
dan terus meningkat.

Indikator  ketiga menurut
Evenett di dalam Suryanto dan Kurniati
(2022: 108) adalah larangan impor,
berguna untuk mencegahnya barang
impor masuk yang dapat mengganggu
industri dalam negeri. Beberapa barang
impor dapat mempengaruhi industri
dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh
tidak sesuainya pasar barang tersebut di
Indonesia dan dapat mengancam produk
dalam negeri yang dapat berefek kepada
tidak lakunya produk, kalah saing dari
kualitas dan harga. Oleh karena itu,
ancaman yang ditimbulkan adalah
meningkatnya impor produk tersebut
dan menurunnya permintaan produk
dalam negeri sehingga mengganggu
peningkatan ekonomi negara.

Larangan impor dapat menjadi
langkah penting untuk melindungi
industri dalam negeri dari ancaman
produk impor yang dapat mengganggu
stabilitas pasar domestik. Dengan
mencegah masuknya barang impor yang
tidak sesuai dengan pasar Indonesia,

produk  dalam  negeri = memiliki
kesempatan yang lebih baik untuk
berkembang dan bersaing dapat

mendorong pertumbuhan industri dalam
negeri yang meningkatkan kualitas
produk lokal dan menjaga harga tetap
kompetitif.

Namun, penting untuk diingat
bahwa larangan impor harus dilakukan
dengan hati-hati dan tidak berlebihan.
Kebijakan yang terlalu ketat dapat
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menyebabkan distorsi pasar, penurunan
kualitas produk karena kurangnya
persaingan, dan peningkatan harga bagi
pelanggan akhir. Salah satu cara yang
efektif untuk menjaga industri dalam
negeri adalah dengan melarang impor,
namun, ini harus diterapkan dengan hati-
hati dan dalam kerangka kebijakan yang
komprehensif untuk mencapai hasil yang
optimal bagi pertumbuhan ekonomi
negara.

Salah satunya seperti yang baru-
baru ini terjadi di Indonesia yaitu,
larangan impor pakaian bekas. Isu
perdagangan pakaian bekas sudah
merebak di berbagai negara di dunia,
baik di negara maju maupun negara
berkembang. Isu yang berkembang
memberikan dampak negatif bagi negara
berkembang yang seolah-olah menjadi
penadah bagi pakaian bekas dari negara
maju. Salah satu negara berkembang di
dunia yang mengekspor pakaian bekas
adalah Indonesia (Aditya, 2017).

Pakaian bekas yang diimpor ke
dalam negeri dari negara lain disebut
impor pakaian bekas. Pakaian bekas ini
jauh lebih murah daripada barang baru.
Apalagi saat ini sedang terjadi tren thrift
dan bisnis pakaian bekas bermerek terus
berkembang dari tahun ke tahun. Karena
barang impor dilarang, pemasukan
mereka menurun dan distributor ilegal
lebih berhati-hati dalam memasarkan
barang mereka. Akibatnya, para
pedagang di beberapa pasar lokal
mengalami dampak yang sangat besar
(Fatah & dkk., 2023). Oleh karena itu,
larangan  impor  ditetapkan  oleh
pemerintah Indonesia agar pasar lokal
tidak dikuasai oleh barang impor yang
mengakibatkan para pedagang tidak
mendapatkan pemasukan. Sehingga
terjadi penurunan pendapatan yang akan
menmbulkan kerugian negara dan
pertumbuhan ekonomi akan terhambat.

Indikator keempat menurut
Evenett di dalam Suryanto dan Kurniati
(2022: 108) adalah subsidi, bantuan dari
pemerintah terutama untuk UMKM
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dalam mengembangkan produksi dan
pasarnya. Bantuan dalam bentuk uang
atau komoditas ke pelaku ekonomi
seperti yayasan, pedagang lokal, atau
UMKM yang dilakukan pemerintah
memiliki tujuan untuk meningkatkan
pengeluaran atau menurunkan harga
agar barang produksi. Peran pemerintah
sangat membantu dalam menunjang
perekonomian dengan mempertahankan
barang dalam negeri tetap beredar di
pasar.

Menurut Milton H. Spencer dan
Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya yang
berjudul  Contemporary  Economics,
subsidi adalah suatu pembayaran yang
diberikan oleh pemerintah kepada
perusahaan atau individu dalam bentuk
apa pun untuk mencapai tujuan tertentu
yang bermanfaat bagi penerima. Subsidi
secara singkat berarti peningkatan atau
bantuan finansial. Subsidi dapat berupa
uang, materi, produk, atau keringanan
biaya. Sebagian besar penerima subsidi
berasal dari golongan menengah ke
bawah (Soen & dkk., 2022).

Menurut Triest (2009), subsidi
adalah bentuk dorongan yang diberikan
oleh pemerintah kepada sebagian
populasi yang memungkinkan
pemerintah untuk menurunkan harga
barang yang dibeli karena pemerintah
membantu menurunkan biaya produksi.
Tujuan subsidi adalah untuk
memperbaiki mekanisme pasar dengan
menyediakan layanan kepada orang
miskin dan kurang sanggup dan dengan
mengoreksi mekanisme kegagalan pasar
dengan menghasilkan alokasi barang dan
jasa yang lebih efisien. (Carolina, 2022).
Oleh karena itu, pedagang atau UMKM
tetap dapat memproduksi barang nya
dengan harga rendah sehingga industry
dalam negeri tetap berjalan.

Subsidi merupakan instrumen
yang digunakan oleh pemerintah untuk
membantu perusahaan atau individu,
terutama UMKM, meningkatkan
produksi dan memperluas pasar. Subsidi
dapat diberikan dalam berbagai bentuk,
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seperti bantuan keuangan, bantuan
materi, atau keringanan biaya, dan
bertujuan untuk membantu penerima
mencapai  tujuan  tertentu  yang
mendukung pertumbuhan ekonomi.
Subsidi juga dianggap sebagai bentuk
dorongan  yang  diberikan  oleh
pemerintah untuk menurunkan harga
barang yang dibeli, memungkinkan
pedagang atau UMKM bersaing dengan
harga yang lebih rendah. Dengan adanya
subsidi, biaya produksi dapat ditekan,
sehingga produk lokal dapat tetap
bersaing di pasar domestik. Subsidi juga

dapat meningkatkan efektivitas
distribusi barang dan jasa dan
memperbaiki mekanisme kegagalan
pasar.

Indikator = kelima  menurut

Evenett di dalam Suryanto dan Kurniati
(2022: 108) adalah dumping, menjual
produk ke luar negeri dengan harga yang
lebih murah sehingga pasar yang
dijangkau lebih luas dan dapat bersaing
dengan produk luar negeri dimana
barang itu telah di ekspor. Barang yang
dijual murah bertujuan untuk menguasai
pasar dimana barang itu di ekspor.
Persaingan ini  dilakukan  untuk
meningkatkan pemasukan dari barang-
barang yang di ekspor ke luar negeri
dengan barang lokal yang ada di negara
lainnya. Dumping juga dimaknai dengan
kebijakan dikriminasi harga yang dapat
mematikan pasar luar negeri.

Menurut Hendra Halwani di
dalam bukunya yang berjudul Ekonomi
Internasional dan Globalisasi Ekonomi,
menurut aturan The General Aggrement
on Tariff and Trade (GATT), dumping
adalah ketika suatu produk dimasukkan
ke dalam pasar negara lain dengan harga
yang lebih rendah dari harga normal. Ini
dapat berupa harga yang lebih rendah
dari harga jual di negara pengekspor
(jika tidak ada penjual di negara
tersebut) atau harga yang lebih rendah
dari harga jual di negara pengimpor
(setelah dikurangi biaya pengangkutan
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dan biaya lain yang umum dalam
perdagangan) (Anggraeni, 2015).
Berdasarkan perspektif para
ekonom, Paul Krugman dan Maurice
Obstfeld menyatakan bahwa
diskriminasi harga dapat menjadi taktik
bisnis yang sah. Selain itu, pengertian
hukum dumping  berbeda  dari
pengertian ekonomi. Karena sulit untuk
membuktikan bahwa perusahaan asing
membebankan harga yang lebih tinggi
kepada pelanggan domestik daripada

pelanggan ekspor, negara sering
mencoba menghitung harga yang
seharusnya wajar berdasarkan

perkiraan biaya produksi luar negeri
(Nugroho, 2023).

Dumping memang banyak
menimbulkan asumsi yang tidak baik
akan tetapi hal ini diperbolehkan.

Dianggap tidak baik karena dapat
menimbulkan kerusakan industri dalam
negeri di negara yang dituju. Hal ini
dikarenakan barang yang dijadikan
dumping mempunyai harga yang lebih
murah dari barang lokal itu sendiri. Cara
ini lah yang menjadi salah satu
penunjang ekonomi menurut
pemerintah yang dapat meningkatkan
perekonomian melalui barang yang di
ekspor dengan harga murah.

Dumping sering dianggap tidak
etis dan dapat menimbulkan asumsi yang
tidak baik, tetapi dalam beberapa situasi
praktik ini masih diizinkan. Dumping
dapat berdampak negatif terutama pada
industri dalam negeri di negara-negara
yang menjadi sasaran dumping karena
penjualan barang dengan harga rendah
dapat mengancam bisnis lokal. Namun,
pemerintah melihat dumping sebagai
salah satu cara untuk meningkatkan
ekonomi dengan mengekspor barang
dengan harga yang kompetitif. Oleh
karena itu, untuk melindungi
kepentingan industri dalam negeri tanpa
melanggar aturan perdagangan
internasional, penanganan kasus
dumping harus dilakukan dengan hati-
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hati dan berdasarkan analisis yang
cermat. Upaya kolaboratif antara negara-
negara untuk mengatasi dumping juga
dapat menjadilangkah yang efektif untuk
menciptakan lingkungan perdagangan
yang sehat dan adil bagi semua pihak
yang terlibat.

SIMPULAN

Kebijakan perdagangan
internasional merupakan aturan yang
dilakukan oleh suatu negara untuk
mengatur aliran barang dan jasa antar

negara yang bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Perdagangan internasional yaitu

kegiatan perdagangan yang dilakukan
oleh suatu negara dengan negara lainnya
melalui pasar ekspor impor. Pemerintah
mempunyai peran penting dalam
mengatur alur perdagangan ini agar
industri dalam negeri tetap berjalan dan
barang lokal tidak kalah saing dengan
barang impor. Melalui pedagang lokal
seperti perusahaan swasta dan UMKM
dapat menunjang perekonomian negara.
Oleh karena itu, produk dalam negeri
harus menjadi produk utama yang
beredar dan dapat mengurangi perilaku
konsumtif masyarakat terhadap barang
impor.

Berdasarkan  penelitian ini
menggunakan Teori Kebijakan
Perdagangan menurut Evenett (2019)
bentuk proteksi kebijakan perdagangan
internasional dapat berupa kebijakan
tarif yang memberikan tarif pajak kepada
barang yang masuk sehingga harga
barang impor menjadi lebih mahal. Dari
segi kuota bahwa membatasi barang
yang masuk ke Indonesia guna untuk
mengurangi sifat konsumtif masyarakat
terhadap barang impor dan tetap
menggunakan barang dalam negeri agar
pertumbuhan ekonomi negara dapat
terus meningkat. Dari segi larangan
impor dalam meningkatkan ekonomi
berguna untuk melindungi barang dalam
negeri dari banyaknya gempuran barang
impor yang dapat membahayakan
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industri dalam negeri dan dapat
menyebabkan kerugian bagi negara. Dari
segi subsidi bahwa  pemerintah
memberikan bantuan dalam bentuk uang
atau komoditas kepada perusahaan
swasta atau UMKM agar memperkecil
biaya produksi sehingga barang yang di
produksi bisa lebih banyak dan dapat
menunjang pertumbuhan ekonomi. Dari
segi dumping menjadi kebijakan yang
memberikan harga murah terhadap
barang yang di ekspor dengan tujuan
menguasai pasar dimana negara barang
tersebut.

Diharapkan dapat memberikan
masukan pemerintah tentang
pentingnya kebijakan perdagangan
internasional dalam  meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Perdagangan
internasional memiliki pengaruh yang
besar terhadap pendapatan negara. Oleh
karena itu, dibutuhkan kebijakan yang

dapat menunjang perdagangan
internasional itu  sendiri. Dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
saat ini disarankan dari subsidi
pemerintah terhadap UMKM dapat
ditingkatkan lagi dan di fasilitasi dalam
mengembangkan industrinya untuk
memperluas pasar.
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